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FOOT PRINTS 

One night I had a dreamed. 
I was walking along the beach with my LORD. 
Across the dark sky flashed scenes from my life. 
For each scene. I noticed two sets of footprints in the 
sand. One belonging to me and one to my LORD. 

When the last scenes of my life shot before me. 
I looked back at the footprints in the sand. 
There was only one set of footprints. 
I realised tahat this waws the lowest and saddest times 
of my life. 

This was bothered me and I questioned the LORD about my 
dilemma . 

" LORD. You told me when I decided to follow you. 
You would walk and talk with me all the way. 
But I ' m aware that during the most trouble some of 
my life there is only one set of footprints. 
I just don ' t understand why. 

" When I needed You most. You leave me " 

He whispered. " My precious child. I love you and 
will never leave you. ever during your trials and 
tests. when you saw ane set of footprints . 

IT WAS THEN THAT I CARRIED YOU." 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Permasalahan _ Latar Belakanq dan Rumusannya 

Memelihara kesinambungan pembangunan nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undahg Dasar 1945, 

sangat diperlukan guna memperoleh kehidupan perekonomian 

nasional agar tetap dapat berkembang dengan wajar. Namun 

sayang sekali gejolak moneter yang terjadi di Indonesia 

sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang 

tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian 

nasional dan menimbulkan dampak yang 

masyarakat. Hal ini terbukti dengan 

pengusaha-pengusaha menghentikankegiatannya 

kesulitan untuk mendapatkan dana segar. 

merugikan 

banyaknya 

karena 

Penyaluran dana segar (fresh money) dikalangan 

dunia usaha ini merupakan upaya pemulihan kegiatan usaha 

yang besar artinya bagi perkembangan perekonomian 

nasional. Untuk itu diperlukan intermediary yang akan 

mempertemukan antara kelompok masyarakat yang mempunyai 

kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk 

mengusahakannya dengan kelompok masyarakat yang memiliki 

kemampuan untuJ< berusaha namun terhamba t 01 eh karena 

hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana 

sarna sekali. Sehingga dari inilah timbul perjanjian 

1 
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utang piutang atau pemberian fasilitas kredit. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 

1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang 

perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan bahwa 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 
dapat dipersamakan dengan itu. berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam 'meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga . 

Melalui fasilitas kredit ini diharapkan akan diperoleh 

dana segar bagi para pengusaha untuk menjalankan 

usahanya . 

Dasar pemberian kredit adalah kepercayaan. bahwa 

pihak yang memberikan J<redit (kreditur) percaya kepada 

penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala 

sesuatu yang telah diperjanjikan baik menyangkut jangka 

waktu. prestasi dan kontraprestasi. Sehingga untuk 

mendapatkan kredit tersebut seseorang harus mengadakan 

kesepakatan dengan pihak lain. Dalam kesepakatan 

tersebut kreditur akan mengajukan beberapa syarat yang 

disebut 5 (lima) C. yaitu 

a. Character (sifat-sifat si calen debitur) 

b. Capital (modal dasar si calon debitur) 

c. Capacity (kemampuan si calon debitur) 

d. Collateral (jaminan yang disediakan si calon debitur) 

e. Condition of economy (kondisi perekonomian) 
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Salah satu dari persyaratan tersebut adalah 

c ollateral yaitu jaminan yang disediakan oleh 8i calon 

d e bitur. maka kredit dapat dibedakan antara lain : 

1. Kredit tanpa jaminan 

Pasal 24 UU No . 14 Tahun 1967 tentang pokok - pokok 

perbankan mewajibkan bank untuk meminta jaminan dalam 

pemberian kredit. tetapi berdasarkan pada pasal 60 c 

UU Perbankan mengatur bahwa UU No. 14 Tahun 1967 

tidak berlaku lagi. Sehingga disini bank dalam 

memberikan kredit tidak diwajibkan meminta jaminan. 

melainkan dalam pasal 8 UU Perbankan bahwa dalam 

pemberian kredit 

untuk kemampuan 

bank 

dan 

wajib mempunyai keyakinan 

kesaDggupan debitur untuk 

melunasi hutangnya seouai dengan yang diperjanjikan. 

Untuk itu berkaitan dengan resiko yang dihadapi bank. 

maka dalam penjelasan pasal 8 UU Perbankan bahwa 

dalam pelaksanan pemberian kredit bank harus 

memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat. 

2. Kredit dengan jaminan 

Kredit yang akan diberikan 

]amlnan. bahwa debitur dapat 

kreditur mendapat 

melunasi hutangnya. 

Kredit yang diberikan bank tersebut mengandung . 

resiko . untuk itu diperlukan jaminan dari debitur 

atas kredit tersebut guna mengurangi resiko yang 

dibebankan pada bank. 
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Jaminan sangat diperlukan dalam pemberian kredit. 

s e hingga kebendaan si berutang menjadi jaminan atas 

perikatan yang terjadi antara si berpiutang dan si 

berutang baik seluruhnya atau sebagian dan para si 

berpiutang (para kreditur) mendapat hak yang sama atas 

benda tersebut kecuali ada alasan sah untuk didahulukan 

daripada yang lainnya . 

Bentuk jaminan menurut hukum positif kita dapat 

berupa jaminan perorangan (borgtocht) dan jaminan 

k e bendaan (gadai. hipotek. hak tanggungan dan fidusia). 

Gadai dan hipotek diatur dalam BW. hak tanggungan diatur 

dalam UU NO.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan at as 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

yang selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan. sedangkan 

fidusia tidak diatur dalam BW melainkan yurisprudensi 

yang kemudian diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 

tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut UU 

Jaminan Fidusia. 

Dalam hak tanggungan seseorang harus memiliki 

tanah untuk dapat dibebani hak tanggungan. tetapi tidak 

s emua orang memiliki tanah . Sehingga kemungkinan lain 

untuk me ndapatkan dana segar adalah melalui gadai untuk 

benda be rgerak. Pada gadai seseorang harus dapat 

melepaskan barang dari kekuaeaannya. sedangkan bagi 

peng usaha yang menggunakan barang yang akan digadaikan 
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tersebut untuk melakukan us aha akan mengalami kesulitan. 

Maka melalui lembaga jaminan fidusia ini jalan keluarnya 

bagi pengusaha tersebut untuk mendapatkan kredit. 

Lembaga jaminan fidusia pada mulanya tidak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. tetapi hidup dan 

dipraktekkan dalam masyarakat melalui yurisprudensi 

Arrest Hoge Raad 1929 tanggal 25 Januari N.J 1929. 616 

kasus Bier Brouwerij (Belanda) dan putusan HGH tanggal 

18 Agustus 1932 dalam kasus BPM melawan Pedro dan 

Clignett (Indonesia). Dengan adanya putusan-putusan 

tersebut maka keberadaan lembaga jaminan fidusia diakui 

keabsahannya. Dan dalam perkembangannya keluarlah UU No. 

42 Tahun 1999 mengatur tentang Jaminan Fidusia. 

Terminologi lengkap Fidusia adalah Fiduciare Eigendoms 

Overdracht yang disingkat dengan FEO. Fidusia merupakan 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda at as dasar 

kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik 

b e nda. Konstruksi ini disebut dengan Constitutum 

Pos s ess orium. 

Constitutum Possessorium menurut kamus 

adalah pengalihan bezit dari barang dimana 

hukum 

barang 

tersebut tetap berada pada orang yang mengalihkan (tidak 

jarang pengalihan ini merupakan pengalihan pura-pura. 
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1 
pasal 612 BW ) Untuk jelasnya menurut A. Hamzah dan 

Senjun Manullang, sebagai berikut 

suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya 
(debitor) , berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok 
(perjanjian utang-piutang ) kepada kreditor, akan 
tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara 
yuridische-levering dan hanya dimiliki oleh kreditor 
secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang 
debitor) , sedangkan barangnya tetap dikuasai 
debitor, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun 
bezitter, melainkan hanya sp.bagai detentor atau 

2 
houder untuk dan atas nama. 

Pada prinsipnya dalam hal fidusia Constitutum 

Posessorium dilakukan melalui proses 3 fase, sebagai 

berikut 

Fase I 

Fas e II 

Fase III 

1 

Fase perjanjian obligatoir 
overeenskomst ) 

obligatoir 

Perjanjian obligatoir 
overeenkomst ) mengawali 
yaitu perjan]lan utang 
jaminan fidusia diantara 
fidusia (debitur ) dengan 
fidusia (kreditur). 

obligatoir 
fidusia, 

dengan 
pemberi 

penerima 

prOSes 
piutang 

pihak 
pihak 

Fase perjan]lan kebendaan zakelijke 
overeenkomst ) 
Perjanjian kebendaan tersebut berupa 
penyerahan hak milik dari debitur kepada 
kreditur, dimana dalam hal ini dilakukan 
secara constitutum posessorium ( penyerahan 
hak milik tanpa menyerahkan fisik benda ). 

Fase perjanjian pinjam pakai 
Dilakukan perjanjian pinjam pakai dimana 

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1986, h. 124 . 

2 
John Salindeho,Sistem Jaminan Kredit Dalam Era 

Pembanqunan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 5. 
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benda obyek fidusia yang hak miliknya sudah 
berpindah kepada kreditur dipinjampakaikan 
kepada debitur. Sehingga setelah diikat 
dengan jaminan fidusia tetap dikuasai 
secara fisik oleh pihak debitur. 

Sehingga pihak-pihak yang ada dalam fidusia, 

antara lain : 

1. Kreditor, yaitu pihak yang mempunyai piutang karena 

perjanjian atau undang-undang (pasal 1 angka 8 UU 

Jaminan Fidusia) yang selanjutnya disebut sebagai 

pene rima fidusia. Penerima fidusia yaitu orang 

pcr '~eorangan atau korporasi yang mempunyai piutang 

yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia 

(pasal 1 angka 6 UU Jaminan Fidusia) . 

2. Debitor, yaitu pihak yang mempunyai utang karena 

perJanJlan at au undang-undang (pasal 1 angka 9 UU 

Jaminan Fidusia) yang s elanjutnya disebut pemberi 

fidusia. Pemberi fidusia, yaitu orang perseorangan 

atau k orporasi pemilik benda yang menjadi obyek 

jaminan fidusia (pasal 1 angka 5 UU Jaminan Fidusia) 

Dasar untuk adanya fidusia adalah suatu 

per j anjian, yaitu perjanjian fidusia, perikatan yang 

menimbulkannya mempunyai beberapa karakteristik sebagai 

berikut : 

( 1 ) Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia 
terdapat suatu hubungan perikatan, yang menerbitkan 
hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan jaminan 
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dari debitur (secara constitutum posessorium) 

(2) Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan 
sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang 
(secara constitutum posessorium) kepada kreditur. 

(3) Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merup~kan 
perikatan yang accessoir, yakni merupakan perikatan 
yang membuntuti perikatan lainnya (perikatan pokok) 
berupa perikatan hutang piutang. 

(4) Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan 
dengan syarat b~tal karena jika hutangnya 
dilunasi, maka hak jaminannya secara fidusia menjadi 
hapus. 

(5) Perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan yang 
bersumber dari suatu perjanjian, yakni perjanjian 
fidusia. 

(6) Perjanjian fidusia merupakan perjanJlan yang tidak 
disebut secara khusus dalam KUH Perdata. Karena itu 
perjanJlan ini tergolong ke dalam perjanjian tidak 
bernama ( onbenoemde overeenkomst ). 

(7) Namun demikian tentu saja perjanJlan fidusia 
tersebut tetap tunduk kepada ketentuan bagian umum 

3 
dari perikatan yang terdapat dalam KUHPerdata. 

Salah satu dari karakteristik tersebut adolah 

bahwa perjanjian fidusia merupakan suatu perjanjian yang 

accessoir (perjanjian ikutan) . yaitu suatu perjanjian 

yang tidak mungkin berdiri sendiri tetapi mengikuti 

perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. 

seperti yang dinyatakan dalam pasal 4 UU Jaminan Fidusia 

sebagai berikut ; 

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari 

3 
Munir Fuady, Jaminan Fidusia, 

Bandung. 2000, h. 7-8. 
Citra Aditya Bakti, 
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suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban 

bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 1O 

Dalam hal ini perjanjian pokok adalah perjanjian utang 

piutang. Sehingga konsekuensi dari perjanjian accessoir 

adalah bila perjanjian pokok tidak sah atau karena sebab 

apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, 

maka secara hukum perjanjian accessoir juga ikut batal. 

Sedangkan yang disebut jaminan fidusia menurut 

pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia adalah 

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud dan benda tidal, bergerak 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam 
penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi 
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap 
kreditur lainnya. 

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Jami-nan Fidusia, benda 

yang dibebani jaminan fidusia dibuatkan suatu akta 

notaris yang disehllt Akta Jaminan Fidusia. Dan apa yang 

tercantum dalam akta jaminan fidusia tersebut diatur 

dalam pasal 6 UU Jaminan Fidusia. Selain dibuatkan akta, 

benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib 

didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk menjamin 

kepastian hukum (pasal 11 UU Jaminan Fidusia). Di kantor 

pendaftaran tersebut jaminan fidusia dicatat dalam buku 

daftar fidusia, setelah itu diterbitkan salinan dari 

buku daftar yang disebut Sertifikat Jaminan Fidusia. 
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Oleh karena tidak ada perpindahan nyata kekuasaan 

atas benda, maka akta jaminan fidusia dan sertifikat 

jaminan fidusia ini dapat dijadikan bukti. Untuk itu 

pihak pemberi jaminan fidusia dalam penyerahan hak milik 

secara kepercayaan harus dinyatakan dengan sungguh 

sungguh bahwa ia adalah orang yang bertindak bebas at as 

benda yang difidusiakan serta bahwa benda itu bebas dari 

segala beban. 

Pihak penerima fidusia (kreditur) percaya at as 

penyerahan tersebut maka disini kreditur sebagai 

pemegang hak kepemilikan atas benda tersebut. Apabila 

suatu ketika kreditur jatuh pail it, maka semua 

kekayaannya masuk dalam boedel pailit. Sedangkan debitur 

yang mengikatkan diri dengan kreditur dalam perjanJlan 

utang piutang dengan jaminan fidusia juga merasakan 

aki~atnya. 

) 
Mulai dari pembukaan perjanjian jaminan fidusia 

sampai dengan penyerahan hak atas obyek jaminan oleh 

pemberi fidusia menimbulkan suatu suasana yang tidak 

aman bagi pemberi fidusia, apalagi bila penerima fidusia 

mengalami kepailitan. Pailit menurut UU No.4 Tahun 1998 

tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas UU tentang kepailitan menjadi UU jo 

Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU 
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)<epa iIi tan yang selanjutnya disebut UU Kepailitan 

pasal 1 angka 1 merupakan suatu keadaan dimana debitur 

yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak 

membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 

dan dapat ditagih. dinyatakan pailit dengan putusan 

Pengadilan yang berwenang baik atai permohonannya 

sendiri. maupun atas permintaan seorang atau lebih 

krediturnya. 

Dimana yang dimaksud dengan yang mengalami 

)<epa iIi tan adalah kreditur dalam perjanjian fidusia 

tetapi ia merupakan debitur dalam perjanjian yang lain. 

Perjanjian yang lain disini merupakan perjanjian yang 

mengikat pihak kreditur (penerima fidusia) dengan pihak 

yang lainnya. selain pihak debitur (pemberi fidusia). 

Dimana dalam perjanjian tersebut ia berkedudukan sebagai 

debitur dari perjanjian utang piutang yang jatuh tempo 

atau dapat ditagih. tetapi disini ia tidak dapat 

membayar. Dan ia dinyatakan pailit atas permintaan para 

kreditur dalam perjanjian tersebut. Selain itu ia juga 

adalah penerima fidusia yang . memperoleh penyerahan hak 

kepemilikan dalam perjanjian fidusia. Sehingga tidak 

-------menutup kemungkinan bahwa barang jaminan fidusia itu 

akan masuk dalam boedel pail it. ---- Oleh karena itu 

dipe rlu)<an y e l;:' lindungan bagi de,bitur (pemberi fidusia) 
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agar dapat mengatasi masalah tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut di at as dapat 

menemukan rumusan masalah sebagai berikut 

1. GBagaimanakah hubungan hukum para pihak yang terikat 

dengan perjanjian yang lain (perjanjian utang 

piutang) ? 

Perlindungan hukum apa yang dapat diberikan bagi 

debitur bila kreditur mengalami kepailitan dalam 

perjanjian lain? 

2. Penjelasan Judul 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN 

FlDUSlA BlLA KREDlTUR MENGALAMl KEPAILITAN merupakan 

judul yang dipilih dalam skripsi ini Dimana 

perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau 

perbuatan yang dapat diberikan oleh hukum untuk 

melindungi bila terjadi suatu masalah. 

Debitur merupakan pihak yang mempunyai utang 

karena perjanjian atau undang-undang (pasal 1 angka 9 UU 

Jaminan Fidusia). Disini debitur mengikat diri dalam 

perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia. Dimana 

debitur sebagai pemberi fidusia dalam perjanjian utang 

piutang tersebut . 

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
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orang yang lain at au lebih (pasal 1313 BW) . 

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan 

suatu benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut 

tetap dalam penguasaan pemilik benda "(pasal 1 angkal UU 

Jaminan Fidusia) . 

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang 

debitur tidak mamapu membayar hutang-hutangnya yang 

telah dapat ditagih atau yang nyata-nyata tidak membayar 

hutang-hutangnya. 

Sehingga maksud dari perlindungan hukum bagi 

debitur dalam perjanjian fidusia bila kreditur mengalami 

kepailitan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang 

dapat diberikan oleh hukum untuk melindungi pihak yang 

~empunyai hutang terhadap suatu keadaan dimana pihak 

lain yang mengikatkan diri dalam perjanjian utang 

piutang dengan orang tersebut tidak mampu membayar 

hutang-hutangnya yang telah dapat ditagih atau yang 

nyata-nyata tidak membayar hutang~hutangnya. 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Perolehan dana segar melalui fidusia 

menguntungkan bagi pengusaha, karena mereka 

dimungkinkan melakukan usahanya. Walaupun barang 

sangat 

tetap 

yang 

mereka gunakan untuk usaha tersebut mereka jaminkan. 
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Namun selain menguntungkan bagi pihak yang satu tetapi 

tetap memberikan posisi yang sulit bagi pihak yang lain 

yaitu debitur . 

yang 

Debitur memberikan hak kepemilikan atas 

dijaminkan tersebut kepada kreditur. 

barang 

Sehingga 

disini walaupun kreditur tidak menguasai barang tersebut 

secara fisik, tetapi ia memiliki hak atas barang 

tersebut. Hal ini akan berakibat buruk bagi debitur 

apabila kreditur mengalami kepailitan. Sebab bila 

kreditur pailit maka semua barang yang dimilikinya akan 

dijual untuk pelunasan hutang~hutangnya. 

Untuk itu diperlukan perlindungan bagi debitur 

dalam perjanjian fidusia bila kreditur mengalami 

kepailitan yang akan diuraikan dalam skripsi ini. 

4. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memenuhi 

sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Surabaya. 

Ketertarikan penulis terhadap lembaga jaminan 

fidusia membuatnya bergerak untuk sekedar mengadakan 

penelitian lebih lanjut guna mencari jawaban atas 

rumusan permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi semua pihak khususnya 
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yang berkecimpung dalam lembaga jaminan fidusia. 

5. Metodologi 

a. Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan 

masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis 

normatif, dalam artian permasalah tersebut akan 

ditinjau secara khusus pada norma hukum yang 

berkaitan dengan pokok masalah. 

b. Sumber Bahan Hukum 

Skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum 

primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber 

bahan hukum primer yaitu berupa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan. Sedangkan sumber bahan hukum 

sekunder merupakan bahan kepustakaan yang 

terbentuk antara lain literatur, karya ilmiah, 

majalah dan surat ' kabar yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

Kedua sumber hukum tersebut di atas di dapat 

dan dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan 

sesuai dengan pemilihan jenis pendekatan masalah 

seperti di atas. 
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BAB II 

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK YANG TERIKAT 

PERJANJIAN YANG LAIN (PERJANJIAN UTANG PIUTANG) 

1. Perjanjian Utang Piutang 

Dalam buku III BW tentang perikatan titel V 

XVIII terdapat pengaturan mengenai berbagai perjanjian, 

antara lain: jual beli , tukar menukar, sewa menyewa, 

perjan]lan perjan]lan untuk melakukan pekerjaan, 

persekutuan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, 

pinjam meminjam, bunga tetap atau bunga abadi, 

perjanjian-perjanjian untung-untungan, pemberian kuasa, 

penanggungan dan perdamaian. Tetapi tidak tercantum 

mengenai perjanjian utang piutang. 

Bila diteliti lebih dalam ,dapat diketahui bahwa 

perjan]lan utang piutang identik dengan perjanjian 

pinjam meminjam yang diatur dalam buku III titel XIII 

pasa 1 1754 1769 BW. Hal yang dapat menghubungkan 

pengertian perjanjian utang piutang dengan perjanjian 
4 

pinjam meminjam sebagai berikut : 

1 . Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian yang 
bersifat umum yang diatur dalam BW, sedangkan 
perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pinjam 

4 
Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di 

Indonesia , jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, 
h . 103 

19 
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BAB III 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR BILA KREDITUR 

MENGALAMI KEPAILITAN 

1. Kepailitan Kreditur 

Kreditur II dalam hal ini merupakan debitur I 

yang terikat dalam perjanjian I. yaitu perjanjian utang 

piutang . Dimana dalam perjanjian tersebut. ia sebagai 

debitur yang mengalami kepailitan. Kepailitan merupakan 

suatu keadaan dimana debitur berhenti membayar hutang-

hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih 

sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. 

menyatakan sebagai berikut : 

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur 
dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang 
telah jatuh waktu dan dapat ditagih. dinyatakan 
pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. baik .atas 
permohonannya sendiri. maupun atas permintaan 
seorang atau lebih krediturnya. 

Dari ketentuan Pasal 1 UU Kepailitan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar 

perusahaan dapat di~yatakan pailit adalah 
13 

berikut : 

a. Adanya hutang ; 

b~ Minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo 

13 

suatu 

sebagai 

Munir Fuady.Hukum Pailit 1998 Dalam teori dan 
Praktek. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999 h.8-9 

29 
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BAB IV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian 

accessoir, sehingga keberadaannya tidak dapat 

berdiri sendiri. Melainkan harus didahului dengan 

perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. 

Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang 

dijaminkan diserahkan debitur kepada kreditur 

secara constitutum possessorium, yaitu pengalihan 

hak kepemilikan dari barang dimana barang tersebut 

tetap berada dibawah kekuasaan pemiliknya. Dimana 

kreditur tidak memiliki kewenangan sebagai pemilik 

secara bebas atas benda jaminan tersebut, 

melainkan hanya memiliki kewenangan yang dimiliki 

oleh seseorang yang berhak atas barang-barang 

jaminan. Bila kreditur dalam perjanjian fidusia 

mengalami kepailitan dalam perjanJlan 

piutang dengan pihak lain diluar debitur 

utang 

dalam 

perjanJlan fidusia, maka antara perJanJlan yang 

utang piutang dengan fidusia dengan perjanjian 

yang mengalami kepailitan (perjanjian utang 

piutang) tidak ada sangkutpautnya. Walaupun salah 

satu pihak dalam kedua perjanjian itu ditutup oleh 

pihak yang sama. 
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